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BAB II

KAJIAN TEORI

A. 
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana

1. Pengertian dan Konsep Dasar Tindak Pidana
Dalam sistem hukum pidana Indonesia, istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda "strafbaar feit" yang secara harfiah berarti perbuatan yang dapat dipidana atau perbuatan yang diancam dengan pidana. Konsep tindak pidana telah mengalami perkembangan makna yang signifikan sejak era kolonial Belanda hingga masa kemerdekaan Indonesia, di mana para ahli hukum Indonesia telah memberikan kontribusi pemikiran yang substansial dalam pengembangan teori tindak pidana yang sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia.

Moeljatno sebagai salah satu pakar hukum pidana terkemuka di Indonesia mendefinisikan tindak pidana sebagai "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut".
 Definisi ini memberikan penekanan pada tiga elemen fundamental, yaitu adanya perbuatan yang dilarang, adanya aturan hukum yang melarang perbuatan tersebut, dan adanya ancaman sanksi pidana bagi pelanggar.

Sementara itu, menurut Andi Hamzah, tindak pidana adalah "suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana".
 Definisi ini lebih menekankan pada aspek konsekuensi hukum dari perbuatan yang dilakukan, di mana perbuatan tersebut memiliki ancaman sanksi pidana sebagai respons negara terhadap pelanggaran norma hukum.

Pompe memberikan definisi yang lebih komprehensif dengan menyatakan bahwa strafbaar feit adalah "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum".
 Definisi ini menekankan pada aspek gangguan terhadap ketertiban hukum dan kepentingan umum sebagai dasar pembenaran penjatuhan pidana.

Van Hamel dalam pendapatnya menjelaskan bahwa strafbaar feit adalah "kelakuan orang (menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (strafwaardig) dan dilakukan dengan kesalahan".
 Definisi ini memberikan penekanan pada unsur melawan hukum (wederrechtelijk) dan kesalahan (schuld) sebagai elemen penting dalam tindak pidana.

Dari berbagai definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana memiliki karakteristik utama sebagai berikut: pertama, merupakan perbuatan manusia yang bersifat positif (berbuat) atau negatif (tidak berbuat); kedua, perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan; ketiga, perbuatan tersebut bersifat melawan hukum (wederrechtelijk); keempat, dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya; dan kelima, pelaku memiliki kesalahan (schuld) dalam bentuk kesengajaan (opzet) atau kealpaan (culpa).

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana
Dalam dogmatik hukum pidana, tindak pidana terdiri atas unsur-unsur yang harus terpenuhi secara kumulatif agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Para ahli hukum pidana telah mengembangkan berbagai teori tentang unsur-unsur tindak pidana. Secara umum, unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu unsur objektif (objectieve bestanddelen) dan unsur subjektif (subjectieve bestanddelen).

a. Unsur Objektif (Objectieve Bestanddelen)
Unsur objektif dalam tindak pidana adalah unsur-unsur yang berada di luar diri pelaku dan dapat diamati secara empiris.
 Unsur objektif meliputi beberapa elemen fundamental, yaitu:

Pertama, perbuatan (handeling/gedraging). Perbuatan merupakan unsur pokok dari setiap tindak pidana yang menunjukkan adanya aktivitas manusia yang dapat diamati. Dalam konsep hukum pidana, perbuatan dapat berupa perbuatan aktif (berbuat sesuatu yang dilarang) atau perbuatan pasif (tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan).

Kedua, akibat (gevolg/rechtsgevolg). Akibat adalah dampak atau konsekuensi yang timbul dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Hubungan kausal (causal verband) antara perbuatan dan akibat harus dapat dibuktikan secara meyakinkan, sehingga dapat ditetapkan bahwa akibat yang terjadi merupakan konsekuensi langsung dari perbuatan pelaku.

Ketiga, keadaan yang menyertai (omstandigheden). Keadaan yang menyertai mencakup semua situasi dan kondisi yang ada pada saat terjadinya tindak pidana, seperti waktu, tempat, cara pelaksanaan, alat yang digunakan, keadaan korban, dan situasi lingkungan.

Keempat, sifat melawan hukum (wederrechtelijkheid). Sifat melawan hukum adalah unsur yang menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, dikenal dua macam sifat melawan hukum, yaitu sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materiil.

b. Unsur Subjektif (Subjectieve Bestanddelen)
Unsur subjektif dalam tindak pidana adalah unsur-unsur yang berada dalam diri pelaku dan berkaitan dengan sikap batin atau kehendak pelaku terhadap perbuatan yang dilakukannya.
 Unsur subjektif meliputi:

Pertama, kesengajaan (opzet/dolus). Kesengajaan merupakan bentuk sikap batin pelaku yang menghendaki dan menyadari terjadinya perbuatan dan akibatnya. Memorie van Toelichting (MvT) KUHP Belanda mendefinisikan kesengajaan sebagai "menghendaki dan mengetahui" (willens en wetens). Doktrin hukum pidana membedakan kesengajaan menjadi tiga bentuk, yaitu kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), kesengajaan dengan kesadaran kepastian (opzet bij zekerheidsbewustzijn), dan kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (opzet bij mogelijkheidsbewustzijn atau dolus eventualis).

Kedua, kealpaan (culpa/negligence). Kealpaan adalah bentuk sikap batin pelaku yang kurang berhati-hati dalam melakukan perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki. Kealpaan dapat berupa kealpaan yang tidak disadari (onbewuste schuld) di mana pelaku tidak menyadari kemungkinan timbulnya akibat dari perbuatannya, dan kealpaan yang disadari (bewuste schuld) di mana pelaku menyadari kemungkinan timbulnya akibat tetapi yakin bahwa akibat tersebut tidak akan terjadi.

B. 
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas
1. Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas
Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat modern seiring dengan meningkatnya mobilitas dan penggunaan kendaraan bermotor. Perkembangan teknologi transportasi yang pesat tidak selalu diimbangi dengan kesadaran hukum dan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas, sehingga potensi terjadinya kecelakaan semakin meningkat. Kecelakaan lalu lintas tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga dapat mengakibatkan luka berat bahkan kematian.

Kecelakaan lalu lintas secara umum dapat dipahami sebagai suatu kejadian yang tidak disengaja yang melibatkan kendaraan bermotor dengan pengguna jalan lainnya yang mengakibatkan kerugian atau korban. Peristiwa tersebut terjadi karena adanya kelalaian, kurangnya kehati-hatian, atau pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas yang berlaku. Kecelakaan lalu lintas merupakan bagian dari peristiwa hukum yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan definisi resmi mengenai kecelakaan lalu lintas. Pasal 1 angka 24 menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Ketentuan ini menegaskan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa hukum yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan.

Kecelakaan lalu lintas memiliki beberapa unsur penting yang harus dipenuhi agar dapat dikategorikan sebagai peristiwa hukum. Unsur-unsur tersebut meliputi adanya peristiwa di jalan, adanya kendaraan bermotor, adanya korban atau kerugian, serta adanya hubungan sebab akibat antara peristiwa dan akibat yang ditimbulkan. Unsur-unsur tersebut menjadi dasar dalam menentukan apakah suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai kecelakaan lalu lintas yang memiliki konsekuensi hukum.

Kecelakaan lalu lintas dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat keparahannya. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 membagi kecelakaan lalu lintas menjadi tiga kategori, yaitu kecelakaan lalu lintas ringan, kecelakaan lalu lintas sedang, dan kecelakaan lalu lintas berat. Kecelakaan lalu lintas berat merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat. Klasifikasi ini penting dalam menentukan jenis sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku.

Faktor penyebab kecelakaan lalu lintas sangat beragam, antara lain faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan, dan faktor lingkungan. Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan, seperti kelalaian pengemudi, kurangnya konsentrasi, dan pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas. Kelalaian pengemudi seringkali menjadi penyebab utama kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa.

Pengaturan mengenai kecelakaan lalu lintas bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keselamatan dalam berlalu lintas. Peraturan tersebut mengatur hak dan kewajiban pengguna jalan serta sanksi bagi pelanggar. Pengaturan ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai pengguna jalan. Keberadaan peraturan tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengatur secara komprehensif mengenai lalu lintas dan angkutan jalan, termasuk ketentuan mengenai kecelakaan lalu lintas. Pengaturan tersebut meliputi definisi, klasifikasi, kewajiban pengguna jalan, serta sanksi pidana bagi pelanggar. Pengaturan ini menunjukkan bahwa negara memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi kegiatan lalu lintas.

Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia merupakan bentuk pelanggaran hukum yang serius. Peristiwa tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila disebabkan oleh kelalaian pengemudi kendaraan bermotor. Pengemudi memiliki kewajiban untuk mengendalikan kendaraan dengan hati-hati dan mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku.

Pengaturan hukum mengenai kecelakaan lalu lintas juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi korban dan pelaku. Kepastian hukum sangat penting untuk menjamin bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepastian hukum juga memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa hukum yang memerlukan penanganan secara profesional oleh aparat penegak hukum. Penanganan tersebut meliputi proses penyelidikan, penyidikan, dan penegakan hukum terhadap pelaku. Penanganan yang tepat akan memberikan keadilan bagi korban dan keluarganya.

Pengaturan hukum mengenai kecelakaan lalu lintas juga memiliki fungsi preventif dan represif. Fungsi preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas, sedangkan fungsi represif bertujuan untuk memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran. Kedua fungsi tersebut penting dalam menciptakan ketertiban dan keselamatan lalu lintas.

Kecelakaan lalu lintas merupakan masalah hukum yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Penegakan hukum yang efektif terhadap kecelakaan lalu lintas akan memberikan efek jera kepada pelaku dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat sangat penting dalam menciptakan keselamatan lalu lintas.

2. Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Tindak pidana kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu bentuk tindak pidana khusus yang diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengaturan ini menunjukkan bahwa lalu lintas merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat yang memerlukan perlindungan hukum. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin keselamatan masyarakat melalui pengaturan dan penegakan hukum yang tegas.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 memberikan dasar hukum yang jelas mengenai larangan dan sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan. Ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Pengaturan tersebut merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana dalam rangka menjaga ketertiban umum.

Tindak pidana kecelakaan lalu lintas terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian atau korban. Perbuatan tersebut dapat berupa kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Kelalaian tersebut merupakan bentuk kesalahan yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana.

Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengatur secara khusus mengenai sanksi pidana terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Ketentuan ini merupakan dasar hukum dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku kecelakaan lalu lintas. Ketentuan tersebut mengatur berbagai tingkat akibat yang ditimbulkan oleh kecelakaan lalu lintas.

Pasal 310 ayat (1) mengatur bahwa pengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerugian harta benda dapat dikenakan sanksi pidana. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kelalaian yang mengakibatkan kerugian materiil dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Pengemudi memiliki kewajiban untuk berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan.

Pasal 310 ayat (2) mengatur bahwa apabila kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan korban luka ringan, maka pelaku dapat dikenakan sanksi pidana yang lebih berat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa tingkat akibat yang ditimbulkan mempengaruhi berat ringannya sanksi pidana. Hukum memberikan perlindungan terhadap korban kecelakaan lalu lintas.

Pasal 310 ayat (3) mengatur bahwa apabila kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan korban luka berat, maka pelaku dapat dikenakan sanksi pidana yang lebih berat lagi. Luka berat merupakan akibat yang serius dan dapat mengancam keselamatan korban. Hukum memberikan perlindungan terhadap korban yang mengalami luka berat.

Pasal 310 ayat (4) mengatur bahwa apabila kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia, maka pelaku dapat dikenakan sanksi pidana yang paling berat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum memberikan perlindungan terhadap hak hidup manusia. Pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kelalaiannya.

Konsep kelalaian dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas merupakan dasar utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Kelalaian terjadi karena pelaku tidak berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan. Kelalaian tersebut dapat menimbulkan akibat yang merugikan orang lain.⁹

3. Proses dan Tahapan Penyidikan Tindak Pidana
Penyidikan merupakan salah satu tahapan penting dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk mengungkap suatu peristiwa pidana dan menemukan pelakunya. Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tahap ini menjadi dasar bagi proses penuntutan dan persidangan.

Penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Definisi ini menunjukkan bahwa penyidikan memiliki peran penting dalam menentukan apakah suatu peristiwa merupakan tindak pidana.

Proses penyidikan dilakukan oleh penyidik kepolisian yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Kewenangan tersebut meliputi menerima laporan, melakukan pemeriksaan, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Kewenangan tersebut diberikan untuk mendukung keberhasilan proses penyidikan.

Tahap penyidikan biasanya diawali dengan adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat mengenai terjadinya suatu tindak pidana. Laporan tersebut menjadi dasar bagi penyidik untuk melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan. Laporan tersebut dapat berasal dari korban, saksi, atau masyarakat yang mengetahui adanya tindak pidana.

Penyidik memiliki kewajiban untuk melakukan pemeriksaan terhadap tempat kejadian perkara. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk menemukan bukti dan mengetahui kronologi kejadian. Pemeriksaan tempat kejadian perkara merupakan salah satu langkah penting dalam proses penyidikan.

Penyidik juga memiliki kewenangan untuk memanggil dan memeriksa saksi. Pemeriksaan saksi bertujuan untuk memperoleh keterangan yang dapat membantu mengungkap tindak pidana. Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang penting dalam proses penyidikan.

C. Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana
1. Pengertian dan Konsep Pertanggungjawaban Pidana
Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya berkaitan dengan adanya perbuatan yang melanggar hukum, tetapi juga berkaitan dengan adanya kesalahan dari pelaku. Seseorang tidak dapat dipidana hanya karena melakukan suatu perbuatan, tetapi harus terdapat unsur kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum..
 

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya merupakan kelanjutan dari adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Setelah terbukti bahwa suatu perbuatan merupakan tindak pidana, maka langkah selanjutnya adalah menentukan apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini penting karena tidak semua pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, misalnya dalam hal pelaku tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab secara hukum. 

Konsep pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan atau dikenal dengan asas geen straf zonder schuld. Asas ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila terdapat kesalahan dalam dirinya atas perbuatan yang telah dilakukan. Kesalahan tersebut dapat berupa kesengajaan maupun kelalaian yang mengakibatkan terjadinya suatu tindak pidana. Asas ini merupakan prinsip penting dalam hukum pidana modern yang menjamin keadilan bagi setiap individu. 

Pertanggungjawaban pidana juga berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk memahami dan menyadari perbuatannya. Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ia memiliki kemampuan untuk memahami akibat dari perbuatannya dan memiliki kebebasan untuk menentukan kehendaknya. Kemampuan bertanggung jawab merupakan syarat penting dalam menentukan apakah seseorang dapat dikenakan sanksi pidana.

Pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam penegakan hukum pidana. Melalui pertanggungjawaban pidana, pelaku tindak pidana dapat dikenakan sanksi yang sesuai dengan perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana juga berfungsi sebagai sarana untuk menjaga ketertiban masyarakat dan mencegah terjadinya tindak pidana di masa yang akan datang. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana merupakan bagian penting dalam sistem hukum pidana.

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana 
Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan kepada seseorang apabila terpenuhi unsur-unsur tertentu yang telah ditentukan dalam hukum pidana. Unsur-unsur tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dinyatakan bertanggung jawab secara pidana atas perbuatannya. Tanpa terpenuhinya unsur-unsur tersebut, seseorang tidak dapat dikenakan sanksi pidana meskipun telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. 

Unsur pertama dalam pertanggungjawaban pidana adalah adanya perbuatan pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana bagi pelanggarnya. Perbuatan tersebut dapat berupa tindakan aktif maupun pasif yang menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum. Keberadaan perbuatan pidana merupakan dasar utama dalam menentukan adanya pertanggungjawaban pidana. 

Unsur kedua adalah adanya kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Kesalahan merupakan unsur yang sangat penting dalam pertanggungjawaban pidana karena tanpa adanya kesalahan, seseorang tidak dapat dipidana. Kesalahan tersebut dapat berupa kesengajaan (dolus) maupun kelalaian (culpa). Kesalahan menunjukkan adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya. 

3. Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas akibat Kelalaian
Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas pada dasarnya berkaitan dengan adanya kesalahan berupa kelalaian yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor. Kelalaian merupakan bentuk kesalahan yang terjadi karena pelaku tidak berhati-hati atau tidak memperhatikan kewajiban hukum yang seharusnya dipenuhi. Dalam konteks kecelakaan lalu lintas, kelalaian pengemudi dapat mengakibatkan kerugian harta benda, luka-luka, bahkan meninggal dunia. Oleh karena itu, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. 

Kelalaian sebagai dasar pertanggungjawaban pidana berbeda dengan kesengajaan, karena dalam kelalaian pelaku tidak menghendaki akibat yang terjadi, tetapi akibat tersebut timbul karena kurangnya kehati-hatian. Pengemudi kendaraan bermotor memiliki kewajiban hukum untuk mengemudikan kendaraan dengan hati-hati dan mematuhi peraturan lalu lintas. Apabila kewajiban tersebut dilanggar dan mengakibatkan kecelakaan, maka pengemudi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. 

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas harus didasarkan pada pembuktian adanya unsur kesalahan berupa kelalaian. Penyidik harus dapat membuktikan bahwa pelaku tidak menjalankan kewajiban hukum dengan baik dan bahwa kelalaian tersebut mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Pembuktian tersebut dilakukan melalui pemeriksaan saksi, tersangka, dan barang bukti yang berkaitan dengan peristiwa kecelakaan.

D. 
Tinjauan Yuridis tentang Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas
1. Pengertian Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas
Penyidikan kecelakaan lalu lintas merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, sehingga peristiwa kecelakaan lalu lintas menjadi terang dan dapat ditemukan tersangkanya. Dalam konteks kecelakaan lalu lintas, penyidikan tidak hanya bertujuan mengetahui bahwa telah terjadi kecelakaan, tetapi juga menentukan sebab kecelakaan, pihak yang diduga bersalah, akibat yang ditimbulkan, serta hubungan antara perbuatan pelaku dengan kerugian korban.

Penyidikan kecelakaan lalu lintas berbeda dengan pemeriksaan pelanggaran lalu lintas biasa karena kecelakaan lalu lintas sering menimbulkan akibat hukum yang lebih serius. Akibat tersebut dapat berupa kerusakan kendaraan, kerugian materiil, luka ringan, luka berat, bahkan meninggal dunia. Oleh karena itu, penyidikan kecelakaan lalu lintas harus dilakukan secara cermat agar dapat diketahui apakah peristiwa tersebut terjadi karena kelalaian pengemudi, pelanggaran aturan lalu lintas, kondisi jalan, kondisi kendaraan, atau faktor lain yang memiliki hubungan dengan peristiwa kecelakaan.

Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas dipahami sebagai suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja, melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain, serta mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Pengertian ini menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas memiliki unsur peristiwa, tempat kejadian di jalan, keterlibatan kendaraan, dan adanya akibat berupa korban atau kerugian.

Penyidikan terhadap kecelakaan lalu lintas dilakukan apabila peristiwa tersebut mengandung dugaan tindak pidana. Misalnya, pengemudi karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia, mengalami luka berat, atau mengalami kerugian tertentu. Dalam keadaan demikian, kecelakaan tidak hanya dipandang sebagai peristiwa lalu lintas, tetapi juga sebagai perkara pidana yang harus diperiksa melalui mekanisme hukum acara pidana.

Penyidikan kecelakaan lalu lintas juga berkaitan dengan upaya menemukan fakta hukum secara objektif. Penyidik harus menilai kondisi tempat kejadian perkara, posisi kendaraan, arah datang kendaraan, jejak pengereman, keterangan saksi, kondisi korban, serta barang bukti yang ditemukan. Seluruh fakta tersebut diperlukan agar penyidik tidak hanya mendasarkan kesimpulan pada pengakuan pengemudi, tetapi pada rangkaian bukti yang saling berhubungan.

Dalam pelaksanaannya, penyidikan kecelakaan lalu lintas dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang. Penyidik bertugas melakukan tindakan hukum yang diperlukan untuk membuat terang perkara kecelakaan lalu lintas, mulai dari olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan saksi, pengamanan barang bukti, sampai penyusunan berkas perkara. Dengan demikian, penyidikan kecelakaan lalu lintas merupakan bagian dari fungsi penegakan hukum kepolisian di bidang lalu lintas.

Dengan demikian, penyidikan kecelakaan lalu lintas dapat dimaknai sebagai proses hukum untuk mengungkap penyebab, akibat, dan pertanggungjawaban pidana dalam suatu peristiwa kecelakaan di jalan. Penyidikan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga yuridis karena hasilnya dapat menjadi dasar penetapan tersangka, penyusunan dakwaan, dan pembuktian di persidangan. Oleh sebab itu, penyidikan kecelakaan lalu lintas harus dilakukan berdasarkan hukum, profesional, dan memperhatikan hak-hak pihak yang terlibat.

2. Dasar Hukum Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas

Dasar hukum penyidikan kecelakaan lalu lintas bersumber dari ketentuan hukum acara pidana dan peraturan khusus mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjadi dasar umum mengenai pengertian penyidikan, kewenangan penyidik, alat bukti, serta tata cara tindakan hukum dalam perkara pidana. Sementara itu, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi dasar khusus untuk menentukan norma, kewajiban, larangan, dan sanksi dalam perkara kecelakaan lalu lintas.

KUHAP memberikan landasan bahwa penyidikan merupakan tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana serta menemukan tersangkanya. Ketentuan ini menjadi dasar utama bagi penyidik dalam menangani setiap perkara pidana, termasuk perkara kecelakaan lalu lintas. Dengan dasar tersebut, penyidik lalu lintas tidak boleh melakukan tindakan penyidikan di luar prosedur yang telah ditentukan oleh hukum acara pidana.

Selain KUHAP, dasar hukum penting dalam penyidikan kecelakaan lalu lintas adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek lalu lintas, termasuk tata cara berlalu lintas, kewajiban pengguna jalan, pengemudi, kendaraan, serta ketentuan pidana yang berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, penyidik perlu menghubungkan fakta kecelakaan dengan norma yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa, dasar hukum yang sering digunakan adalah ketentuan mengenai kelalaian pengemudi yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Ketentuan tersebut menjadi dasar untuk menilai apakah pengemudi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas akibat yang timbul. Oleh karena itu, penyidik harus membuktikan adanya kelalaian, hubungan sebab akibat, dan akibat berupa meninggalnya korban.

Apabila kecelakaan lalu lintas mengakibatkan luka berat, penyidik juga harus menggunakan dasar hukum yang sesuai dengan akibat yang terjadi. Luka berat harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, terutama keterangan medis atau visum et repertum. Hal ini penting karena akibat yang ditimbulkan dalam kecelakaan lalu lintas akan berpengaruh terhadap pasal yang diterapkan dan berat ringannya ancaman pidana.

Dasar hukum penyidikan kecelakaan lalu lintas juga berkaitan dengan kewenangan kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Kepolisian memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks lalu lintas, fungsi tersebut diwujudkan melalui penanganan kecelakaan, pengaturan lalu lintas, penindakan pelanggaran, dan penyidikan perkara lalu lintas.

Dengan demikian, dasar hukum penyidikan kecelakaan lalu lintas tidak berdiri pada satu aturan saja, tetapi merupakan gabungan antara KUHAP, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Undang-Undang Kepolisian. Ketiga dasar hukum tersebut saling melengkapi, yaitu KUHAP mengatur prosedur penyidikan, Undang-Undang Lalu Lintas mengatur substansi pelanggaran dan tindak pidana lalu lintas, sedangkan Undang-Undang Kepolisian mengatur kedudukan dan kewenangan aparat kepolisian.

3. Kewenangan Penyidik dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas

Penyidik dalam perkara kecelakaan lalu lintas memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum sejak adanya laporan, pengaduan, atau temuan peristiwa kecelakaan. Kewenangan tersebut diperlukan agar penyidik dapat segera mengamankan tempat kejadian perkara, menolong korban, mencegah hilangnya barang bukti, serta mengumpulkan keterangan awal dari pihak-pihak yang mengetahui peristiwa. Tindakan cepat pada tahap awal sangat menentukan kualitas pembuktian dalam perkara kecelakaan lalu lintas.

Salah satu kewenangan penyidik adalah menerima laporan atau pengaduan mengenai terjadinya peristiwa pidana. Dalam kecelakaan lalu lintas, laporan dapat berasal dari korban, keluarga korban, masyarakat, petugas di lapangan, atau pihak lain yang mengetahui kejadian. Setelah menerima laporan, penyidik harus melakukan pemeriksaan awal untuk memastikan apakah peristiwa tersebut mengandung dugaan tindak pidana lalu lintas.

Penyidik juga memiliki kewenangan untuk mendatangi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Dalam perkara kecelakaan lalu lintas, olah TKP sangat penting karena kondisi awal di lokasi dapat menunjukkan arah datang kendaraan, titik benturan, posisi akhir kendaraan, jejak pengereman, kerusakan kendaraan, dan kondisi jalan. Apabila TKP tidak segera diamankan, bukti-bukti tersebut dapat berubah atau hilang sehingga menyulitkan pembuktian.

Selain olah TKP, penyidik berwenang melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang mengetahui peristiwa kecelakaan. Saksi dapat berasal dari pengguna jalan, warga sekitar, penumpang kendaraan, petugas kepolisian, maupun pihak lain yang melihat atau mendengar langsung kejadian. Keterangan saksi berfungsi untuk menerangkan kronologi kecelakaan, perilaku pengemudi, kondisi jalan, kecepatan kendaraan, serta keadaan sebelum dan sesudah kecelakaan terjadi.

Penyidik juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas. Barang bukti tersebut dapat berupa kendaraan yang terlibat, surat kendaraan, SIM, helm, rekaman CCTV, foto TKP, serpihan kendaraan, atau benda lain yang memiliki hubungan dengan perkara. Penyitaan harus dilakukan sesuai ketentuan hukum acara pidana agar barang bukti dapat digunakan secara sah dalam proses pembuktian.

Dalam keadaan tertentu, penyidik dapat melakukan penangkapan atau penahanan terhadap tersangka apabila syarat-syarat hukum terpenuhi. Tindakan tersebut harus dilakukan secara hati-hati karena menyangkut pembatasan hak kebebasan seseorang. Dalam perkara kecelakaan lalu lintas, penangkapan atau penahanan biasanya dipertimbangkan berdasarkan adanya bukti permulaan yang cukup, ancaman pidana, kekhawatiran tersangka melarikan diri, merusak barang bukti, atau mengulangi tindak pidana.

Dengan demikian, kewenangan penyidik dalam perkara kecelakaan lalu lintas meliputi tindakan menerima laporan, mendatangi TKP, melakukan olah TKP, memeriksa saksi, menyita barang bukti, meminta keterangan ahli, memeriksa tersangka, serta menyusun berkas perkara. Kewenangan tersebut harus dijalankan sesuai hukum agar penyidikan tidak hanya efektif dalam menemukan kebenaran, tetapi juga sah secara prosedural dan dapat dipertanggungjawabkan di persidangan.

4. Tahapan Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas

Tahapan penyidikan kecelakaan lalu lintas dimulai dari adanya laporan, informasi, atau temuan mengenai terjadinya kecelakaan di jalan. Setelah menerima informasi tersebut, petugas kepolisian harus segera menuju tempat kejadian perkara untuk melakukan tindakan awal. Tindakan awal ini meliputi pengamanan lokasi, pertolongan terhadap korban, pengaturan arus lalu lintas, serta pencegahan agar barang bukti tidak rusak atau berubah.

Tahap berikutnya adalah tindakan pertama di tempat kejadian perkara. Pada tahap ini, penyidik atau petugas yang berada di lokasi harus mencatat keadaan awal, posisi kendaraan, kondisi korban, kerusakan kendaraan, cuaca, kondisi jalan, serta tanda-tanda lain yang berkaitan dengan kecelakaan. Data awal tersebut sangat penting karena dapat menjadi dasar dalam menyusun kronologi kecelakaan secara objektif.

Setelah tindakan pertama dilakukan, penyidik melaksanakan olah tempat kejadian perkara. Olah TKP dalam kecelakaan lalu lintas bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai bagaimana kecelakaan terjadi. Penyidik dapat membuat sketsa TKP, mengambil foto, mengukur jarak, mencatat titik benturan, melihat jejak pengereman, dan mengamankan benda-benda yang berhubungan dengan kecelakaan. Hasil olah TKP menjadi salah satu dasar penting dalam menentukan penyebab kecelakaan.

Tahapan selanjutnya adalah pemeriksaan saksi-saksi. Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperoleh keterangan mengenai peristiwa kecelakaan, perilaku pengemudi, kondisi kendaraan, situasi jalan, dan keadaan korban. Dalam proses ini, penyidik harus menggali keterangan secara rinci dan membandingkannya dengan bukti lain. Keterangan saksi yang konsisten dengan hasil olah TKP dapat memperkuat pembuktian dalam perkara kecelakaan lalu lintas.

Penyidik kemudian melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang diduga sebagai pelaku atau tersangka. Pemeriksaan ini bertujuan mengetahui keterangan pengemudi mengenai kronologi kejadian, kecepatan kendaraan, alasan melakukan tindakan tertentu, kondisi kendaraan, serta kesadarannya terhadap aturan lalu lintas. Pemeriksaan tersangka harus dilakukan berdasarkan hukum acara pidana dan tetap memperhatikan hak-hak tersangka.

Dalam perkara kecelakaan yang menimbulkan korban luka atau meninggal dunia, penyidik juga perlu mengumpulkan bukti medis. Bukti tersebut dapat berupa visum et repertum, surat keterangan dokter, atau dokumen medis lain yang menjelaskan kondisi korban. Bukti medis penting untuk membuktikan akibat kecelakaan dan menentukan apakah korban mengalami luka ringan, luka berat, atau meninggal dunia.

Tahap akhir penyidikan adalah penyusunan berkas perkara dan pelimpahan kepada penuntut umum apabila bukti dinilai cukup. Berkas perkara harus memuat uraian lengkap mengenai kronologi kecelakaan, alat bukti, barang bukti, keterangan saksi, keterangan tersangka, hasil olah TKP, dan dasar pasal yang diterapkan. Dengan berkas yang lengkap, penuntut umum dapat menilai kelayakan perkara untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan.

�Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2020, hlm. 54.


�Ibid., hlm. 56.


�Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 88.


�Ibid., hlm. 90.


�W.P.J. Pompe, Handboek van het Nederlandse Strafrecht, Tjeenk Willink, Zwolle, 1959, hlm. 79, sebagaimana dikutip dalam P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 2019, hlm. 182.


�G.A. van Hamel, Inleiding tot de Studie van het Nederlandsche Strafrecht, De Erven F. Bohn, Haarlem, 1927, hlm. 175, sebagaimana dikutip dalam Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2019, hlm. 98.


�Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 72.


�P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 2019, hlm. 193.


�Ibid., hlm. 195.


�Eddy O.S. Hiariej, Op.Cit., hlm. 121.


�Ibid., hlm. 123.


�Moeljatno, Op.Cit., hlm. 178.


�Ibid., hlm. 180.


�Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, Jakarta, 2019, hlm. 62.


�Ibid., hlm. 64.


�Adami Chazawi, Op.Cit., hlm. 118.


� Siswanto Sunarso, OP., Cit, hlm. 15.


� Teguh Prasetyo, OP., Cit, hlm. 72.


� Siswanto Sunarso, OP., Cit, hlm. 98.


� Eddy O.S. Hiariej, OP., Cit, hlm. 121.


� Tolib Setiady, OP., Cit, hlm. 66.


� Barda Nawawi Arief, OP., Cit, hlm. 144.


� Lilik Mulyadi, OP., Cit, hlm. 41.


� Sadjijono, OP., Cit, hlm. 53.


� Andi Hamzah, OP., Cit, hlm. 98.


� Teguh Prasetyo, OP., Cit, hlm. 109.


� Siswanto Sunarso, OP., Cit, hlm. 87.


� Eddy O.S. Hiariej, OP., Cit, hlm. 55.


� Barda Nawawi Arief, OP., Cit, hlm. 132.


� Ruslan Renggong, Hukum Pidana Khusus, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 91.


� Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 123.


� Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 67.


� Roni Wiyanto, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 144.


� Hanafi Amrani, Politik Hukum Pidana, UII Press, Yogyakarta, 2019, hlm. 98.


� Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 172.


� Ahmad Sofian, Hukum Pidana Materiil, Prenadamedia, Jakarta, 2018, hlm. 134.


� Lukman Hakim, Asas-Asas Hukum Pidana, Deepublish, Yogyakarta, 2020, hlm. 88.


� Hartono, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 45.


� P.A.F. Lamintang, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 2017, hlm. 98.


� R. Soesilo, Hukum Acara Pidana, Politeia, Bogor, 2016, hlm. 72.


� Nurul Qamar, Hukum Acara Pidana, Pustaka Refleksi, Makassar, 2017, hlm. 84.


� Agus Raharjo, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Media Pressindo, Yogyakarta, 2018, hlm. 111.


� Suharto, Penuntutan dalam Praktik Peradilan Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 67.


�J.E. Sahetapy, Viktimologi: Sebuah Bunga Rampai, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018, hlm. 87.


�Ibid., hlm. 89.


�Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 2017, hlm. 78.


� M. Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 121.


� Ali Mahrus, Op., Cit, hlm. 134


�Ibid., hlm. 80.


�Chairul Huda, Op.Cit., hlm. 98.


�Ibid., hlm. 100.


�Moeljatno, Op.Cit., hlm. 165.


�Eddy O.S. Hiariej, Op.Cit., hlm. 167.


� Evi Hartanti, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 173.


� Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.


� Pasal 229 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.


� Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.


� Pasal 310 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.


� M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 101.


� Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.


� Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.


� Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.


� Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.


� Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.


� Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.


� Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.


� Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.


� Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.


� Pasal 227 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.


� Pasal 7 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.


� Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.


� Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.


� Pasal 227 huruf a dan huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.


� Pasal 227 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.


� Pasal 227 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.


� Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.


� Pasal 52 dan Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.


� Pasal 133 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.


� Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.





32

